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Abstrak 
Restitusi didefinisikan sebagai salah satu bentuk ganti kerugian yang diberikan pelaku kejahatan, 

atau tindak pidana, atau pihak ketiga terhadap korban atau keluarganya. Penelitian ini dilakukan 

untuk menelaah secara kritis penggunaan undang-undang oleh Jaksa (penuntut umum) demi 

memperoleh hak restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan bentuk 

perwujudan dari pengabulan hak restitusi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi putusan 

Perdagangan Orang pada Pengadilan Negeri Kupang dan Maumere selama tahun 2024, serta 

wawancara pihak yang bertanggungjawab pada lembaga penanganan korban di Kupang dan 

Maumere. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode Sosio Legal Studies. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan Undang-Undang yang mengatur tentang restitusi 

tidak menjamin pemenuhan dan perwujudan hak-hak korban. Hak restitusi masih cenderung 

diartikan sebatas pengembalian kerugian secara materiil, sehingga kerugian imateriil yang dialami 

oleh korban tidak diperhitungkan. Ditemukan pula bahwa korban memiliki keterbatasan pengatahuan 

tentang restitusi sehingga dalam putusan hak tersebut tidak wajib dimohonkan oleh korban. Kesulitan 

ditemukan pula oleh penuntut umum ketika membuat permohonan restitusi, karena aturan yang 

diberlakukan belum secara eksplisit mengatur tentang jenis dan bentuk hak restitusi yang harus 

diberikan pada korban oleh pelaku atau terdakwa.  

Kata Kunci: Jaksa; Restitusi; Perdagangan Orang. 

 

Abstract 

Restitution is defined as a form of compensation provided by the perpetrator of a crime, or criminal 

offense, or a third party to the victim or their family. This research was conducted to critically 

examine the use of the law by prosecutors to obtain the right of restitution for victims of Trafficking 

in Persons (TPPO), and the form of realization of the granting of the right of restitution. This 

research was conducted by studying Human Trafficking decisions at the Kupang and Maumere 

District Courts during 2024, as well as interviewing those responsible for victim handling 

institutions in Kupang and Maumere. The data obtained was analyzed qualitatively using the Socio 

Legal Studies method. The results of this study indicate that the availability of laws regulating 

restitution does not guarantee the fulfillment and realization of victims' rights. The right to 

restitution still tends to be interpreted as limited to the return of material losses, so that immaterial 

losses experienced by victims are not taken into account. It was also found that victims have limited 

knowledge about restitution so that in the decision the right is not mandatory requested by the victim. 

Difficulties were also found by the public prosecutor when making a request for restitution, because 

the applicable regulations have not explicitly regulated the types and forms of restitution rights that 

must be given to victims by the perpetrator or defendant. 

Keywords: Prosecutor; Restitution; Human Trafficking. 
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PENDAHULUAN 

Perdagangan Orang merupakan fenomena global yang tidak mengenal batas-batas 

internasional, melahap banyak korban, memiliki konsekuensi luas dan meresap dalam 

kehidupan setiap negara dan masyarakat.  Pada tahun 2000 PBB mendefinisikan tindakan ini 

secara luas dan terperinci, sebagai salah satu tindakan yang terdiri dari unsur proses seperti 

tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah maupun negara, pemindahan, penyimpanan, 

atau penerimaan seseorang dengan menggunakan berbagai cara seperti ancaman kekerasan 

secara fisik maupun verbal, dengan tujuan eksploitasi.  Pengertian ini diadopsi pula oleh 

Negara Indonesia dalam peraturan perundang-undangan. Dalam mengidentifikasi isu 

tersebut, proses, cara dan tujuan merupakan unsur yang harus ada dan saling terhubung 

dalam mengidentifikasi korban perdagangan orang. 

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, perdagangan 

orang adalah setiap orang yang melakukan tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, 

penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 

posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperolehh 

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan 

di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi.  Terdapat tiga unsur yang 

dapat digunakan mengidentifikasi tindakan ini antara lain;  

 proses yang meliputi perekrutan, pengangkutan, pemindahan penampungan dan 

penerimaan, beberapa cara demi mewujudkan tujuan eksploitasi.  Ketiga unsur ini saling 

terhubung dalam pengindentifikasian korban, baik orang dewasa, anak-anak, laki-laki 

maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan.  

Penanganan kasus perdagangan manusia oleh pemerintah Indonesia, diawali dengan 

penandatanganan protokol Palermo pada tanggal 12 Desember 2000.  Sejak saat itu, 

pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan protokol tersebut dengan 

melakukan tindakan pencegahan, pemberantasan, dan hukuman bagi pelaku tindak pidana 

perdagangan orang terutama perempuan dan anak. Selanjutnya UU No. 14 tahun 2009 

sebagai bentuk ratifikasi Protokol Palermo, dan UU No.18 tahun 2017 tentang Pekerja 

Migran Indonesia. Terdapat pula beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang tata 

cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan korban TPPO (Peraturan Pemerintah 

No. 9 tahun 2008), dan aturan tentang renaksi nasional pencegahan dan penanganan TPPO 

tahun 2020-2024 (Peraturan Presiden No. 19 tahun 2023). 

Aturan Perundang-undangan yang ditetapkan tersebut, tidak menjamin keberhasilan 

pemberantasan persoalan ini. Sampai hari ini, lebih dari 130 negara, termasuk Indonesia 

telah mengalami dampak perdagangan orang. Data Statistik Kementrian Luar Negri 

menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2020 hingga Maret 2024, terdapat 40 persen dari 

3.703 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban kejahatan online scamming, 

adalah korban TPPO. Sementara itu, sepanjang tahun 2023 terdapat 1.061 kasus TPPO yang 

ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan jumlah korban mencapai 3.363 orang. 

Sejak bulan Januari hingga Juni 2024, terdapat 698 kejadian dengan perincian 302 korban 

perempuan dan 396 laki-laki.  Sebagai salah satu Provinsi di Indonesia, NTT tercatat salah 

satu wilayah yang memiliki korban TPPO terbanyak sejak tahun 2020. Berdasarkan data 

Radio RRI, sejak Januari-Juni 2024, Provinsi NTT memiliki 191 kasus.  Data LPSK 

Provinsi NTT menunjukkan bahwa Pada tahun 2023-2024 lembaga tersebut menerima 179 

permohonan perlindungan dalam perkara TPPO.  Permohonan perlindungan dalam perkara 

tersebut ditindaklanjuti bersama pihak kejaksaan.  

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran vital dan penting, 

kejaksaan berperan dalam penegakan hukum, dan penuntutan pelaku di pengadilan. Selain 

itu, bertindak pula sebagai pengawas pelaksanaan putusan pengadilan, mengevaluasi alat 
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bukti yang diperoleh selama penyelidikan serta memastikan bahwa segala prosedur hukum 

demi mencapai keadilan yang seimbang bagi korban maupun pelaku. Atas dasar 

kewenangan tersebut, kedudukan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana sangat penting 

dalam menegakan hukum dan pemberian sanksi yang sesuai dengan ketentuan kepada 

pelaku TPPO.  

Penuntutan merupakan salah satu tahapan acara pidana yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP).  Jaksa berperan dalam tahap penuntutan dan tahap pelaksanaan putusan 

pengadilan yang dijalankan bersama lembaga pemasyarakatan dengan 

pengawas/pengamatan ketua pengadilan.  Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa 

wewenang untuk melakukan penuntutan dimiliki oleh seorang Jaksa Penuntut Umum. 

Kewenangan Jaksa dalam penegakan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana 

perdagangan orang tertuang dalam Pasal 28 UU Nomor 21 Tahun 2007, meliputi 

penyidikan, penuntutan, dan interogasi.   

Tersedianya lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak merupakan salah 

satu bentuk kepastian perlindungan hukum yang diberikan negara bagi warganya. Setiap 

individu dipastikan mempunyai hak mendapatkan pembelaan hukum, demikian pula bagi 

para korban kejahatan. Perlindungan bagi korban diatur dalam berbagai Undang-undang di 

Indonesia yang menunjukkan adanya hak asasi manusia dalam konstitusi dan hak-hak 

korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Retitusi merupakan 

bentuk kompensasi yang diterima oleh korban dan keluarganya dari pelaku atau pihak lain. 

Bentuk penerimaan dapat berupa pengembalian harta, pengantian atas tindakan tertentu atau 

pembayaran atas kerugian atau penderitaan.  

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Restitusi meliputi UU No. 26 

Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana 

Teroris, UU No. 13 Tahun 2006 Juncto UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), UU No. 11 tahun 2012 Tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2022 Tentang Kompensasi, 

Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan 

Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan 

Kepada saksi dan korban, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagai aturan 

pelaksana dari Undang– Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan UU No. 21 Tahun 

2007 Tentang Perdagangan Orang.   

Ketersediaan aturan tentang restitusi dalam berbagai bentuk tindak pidana, tidak 

menjamin keberhasilan pemenuhan dan perwujudan hak korban. Dalam banyak kasus 

restitusi tidak disertakan dalam dakwaan. Misalnya dalam kasus TPPO, kepastian 

perlindungan dan restitusi yang diperoleh korban seringkali diabaikan. Fokus aparat 

penegak hukum cenderung pada kelancaran proses penyelesaian kasus, yakni dengan 

mengajukan pidana hukuman pada pelaku lapangan tanpa melakukan investigasi yang 

memadai dan transparan terhadap pelaku utama dibalik jaringan kriminal ini.   

Tindakan tersebut mencerminkan terjadinya penelantaran terhadap hak pemulihan 

bagi korban. Terdapat pula kecendrungan keterlambatan pengajuan restitusi oleh aparat 

penegak hukum terhadap terdakwa di pengadilan. Persoalan lain yang terjadi sebagai salah 

satu bentuk pengabaian pemenuhan hak restitusi adalah hakim tidak mengabulkan tuntutan 

restitusi yang diajukan oleh jaksa. Selain itu, korban acap kali dianggap hanya sebagai saksi 

yang memberikan kesaksian, tanpa diberi kesempatan dan kemampuan untuk secara aktif 

memperjuangkan hak-hak mereka. Hal ini menyebabkan minimnya peluang bagi korban 
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untuk mendapatkan keadilan dan pemenuhan hak restitusi berupa pemulihan dari kekerasan 

yang dialami.   

Berdasarkan latarbelakang tersebut, peneliti hendak menelaah lebih lanjut landasan-

landasan yang digunakan oleh jaksa dalam mengajukan restitusi dan alasan-alasan yang 

digunakan oleh hakim dalam menerima atau mengabulkan dakwaan tersebut. Oleh karena 

itu, perlu ditelaah lebih dalam peran kejaksaan dalam penentuan hak restitusi terhadap 

korban dan perwujudannya dalam tindak pidana perdagangan orang. Hal ini telah 

merupakan kuasa dan kewenangan Jaksa dalam bidang penuntutan yang diatur dalam UU 

Nomor 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dengan 

memberi penekanan pada tugas dan wewenang Kejaksaan RI sebagai penegak hukum dalam 

penentuan hak restitusi korban tindak pidana. 

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini meneliti tentang landasan dan alasan jaksa dalam menuntut hak restitudi bagi 

korban tindak pidana perdagangan orang yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang 

pada tahun 2022-2024. Metode socio legal studies berupa studi kepustakaan dan pengamatan 

lapangan dengan mengunakan tekhnik analisis kualitatif, digunakan dalam penelitian ini. Studi 

kepustakaan akan dilakukan dengan menganalisis Putusan kasus TPPO tahun 2022-2024 pada 

Pengadilan Negeri Kupang.  Landasan hak restitusi akan diperdalam melalui Undang-Undang Dasar 

1945 dan Undang-undang lainnya. Dilakukan pula wawancara dengan tujuan agar mengetahui, 

memahami dan menganalisis secara mendalam dan kritis perwujudan restitusi yang diterima korban 

atau pihak yang menangani korban. Wawancara dilakukan terhadap penanggungjawab lembaga yang 

menangani korban yakni pihak TRUK-F Maumere dan Central Evata Kupang Timur.1  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Penggunaan Undang-Undang Oleh Penuntut Umum sebagai Dasar dalam Menuntut Hak 

Restitusi Korban.  

Dalam penegakan hukum, proses pengajuan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan 

orang dimulai saat korban melaporkan kasusnya kepada kepolisian. Pelaporan tersebut dikelola oleh 

penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Adapun peran kejaksaan 

dalam proses penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang adalah memberitahukan kepada 

korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Kejaksaan dapat menunjukkan jumlah kerugian 

yang dialami oleh korban sebagai akibat dari tindak pidana tersebut bersamaan dengan tuntutan. 

Pengajuan restitusi dengan mekanisme ini, tidak dapat menghapus hak korban untuk mengajukan 

sendiri gugatan atas kerugian yang dialaminya. Pada penyelesaian tindak pidana perdagangan orang, 

kejaksaan berperan penting dalam mengintegrasikan restitusi bagi korban. Hal ini tidak hanya 

bertujuan untuk memberikan kompensasi secara finansial namun juga menjamin hak korban untuk 

diadili secara umum.   

Berdasarkan hasil studi putusan di atas, terdapat satu (169/Pid.Sus/2023/PN Kpg) dari empat 

putusan memiliki dakwaan restitusi bagi korban yang dikabulkan oleh hakim. Tiga putusan lainnya 

(142/Pid.Sus/2024/PN Kpg, 70/Pid.Sus/2023/PN Mme, dan 74/Pid.Sus/2023/PN Mme) tidak 

terdapat tuntutan Restitusi bagi korban oleh Penuntut umum, dengan alasan saksi/korban tidak 

merasa dirugikan dan menyerahkan perkara tersebut pada pengadilan untuk diproses. Jika merujuk 

pada jenis-jenis restitusi menurut United National Office for Drug Control and Crime Prevention 

(UNODCCP), yang menegaskan bahwa korban berhak atas memperoleh restitusi finansial, layanan 

individu, finansial untuk komunitas, layanan komunitas dan denda restitusi, maka penuntut umum 

telah melakukan tugasnya sebab restitusi yang diajukan dalam pengadilan hanya terjadi ketika 

korban mengalami kerugian secara materiil. Di samping itu, tidak terdapat kerugian yang dialami 

oleh komunitas atau lembaga tertentu.  

Terdapat perbedaan jika pengajuan restitusi menggunakan landasan Perma No. 1 Tahun 2022, 

 
1 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2010), hlm. 33. 
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dimana restitusi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya 

oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Bentuk restitusi yang dapat diberikan kepada korban 

tindak pidana menurut pasal 4 Perma No.1 Tahun 2022, dapat berupa ganti kerugian terhadap 

kehilangan kekayaan dan/penghasilan, kerugian secara materiil maupun imateriil karena penderitaan 

korban, penggantian biaya perawatan medis maupun psikologis, serta kerugian lainnya termasuk 

biaya transportasi dasar, pengacara, atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses hukum yang 

dilalui oleh korban.   

Berdasarkan pemahaman tersebut maka, dapat digambarkan bahwa dalam keempat putusan 

tersebut, penuntut umum belum mampu menghitung biaya imateriil dan kerugian lainnya sebab hak 

restitusi yang dituntut semata-mata meliputi kerugian materiil. Lebih lanjut, ditemukan pula bahwa 

tiga putusan yang tidak terdapat tuntutan restitusi merupakan kasus dengan jumlah korban yang 

banyak (2-15 orang). Fenomena ini menimbulkan kesangsian atas peran jaksa sebagai penuntut 

umum, dan LPSK sebagai jembatan untuk menyuarakan restitusi bagi korban, sekaligus menanyakan 

pengimplementasian Perma No. 1 Tahun 2022.   

Penemuan lain yang didapatkan dari studi atas empat putusan di atas ialah minimnya landasan 

undang-undang yang digunakan oleh penuntut umum dalam mengajukan permohonan restitusi bagi 

koran. Peneliti menemukan bahwa terdapat begitu banyak Undang-Undang yang dapat digunakan 

sebagai landasan seperti;  

Pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 

Dalam pasal 30 undang-undang ini menjelaskan tugas dan wewenang kejaksaan sebagai lembaga 

yang menyelenggarakan perkara pidana.  Secara umum jaksa mempunyai kewenangan untuk 

mengajukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan dalam proses hukum, termasuk kasus perdagangan 

manusia. Kewenangan ini mencakup tanggung jawab untuk menyiapkan tuntutan pidana berdasarkan 

fakta, bukti dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.  Dalam konteks TPPO, kewenangan 

jaksa juga mencakup upaya memperjuangkan hak-hak korban termasuk mengajukan tuntutan ganti 

rugi kepada korban atas kerugian yang diderita akibat perbuatan terdakwa. 

Kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. Pada pasal 48 sampai 50 mengatur hak-hak korban TPPO, termasuk hak atas 

kompensasi.  Restitusi yang dimaksud di sini adalah ganti rugi yang diminta oleh penuntut atau 

korban dari pelaku, yang dapat mencakup ganti rugi atas biaya pengobatan, kerugian harta benda 

atau penderitaan yang dialami oleh korban.  Selanjutnya pada pasal 51 mengatur tentang mekanisme 

pengajuan ganti rugi dalam peradilan pidana, Jaksa agung bertindak sebagai pihak yang berwenang 

mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan saat persidangan. 

Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kompensasi Santunan dan 

Tunjangan bagi saksi dan korban.  Peraturan ini mendukung UU penghapusan Perdagangan Orang 

secara khusus pada mekanisme kompensasi bagi korban kejahatan, termasuk korban perdagangan 

manusia. Pasal 12 dan 15 undang-undang ini, memberikan rincian tentang bagaimana Jaksa Agung 

menghitung dan menyerahkan ganti rugi dalam proses hukum. Peraturan ini menyoroti pentingnya 

peran jaksa dalam mengajukan tuntutan kompensasi di pengadilan serta memastikan restitusi 

dilakukan jika pelaku terbukti bersalah.  

Keempat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.  

Pasal 7 mengatur bahwa korban kejahatan, termasuk korban perdagangan manusia, mempunyai hak 

atas kompensasi dan restitusi. Dalam hal ini jaksa bertanggung jawab menyiapkan permohonan yang 

menghormati hak-hak korban, termasuk hak atas ganti rugi.  

Kelima, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

Dalam pasal-pasal KUHAP tertuang ketetapan-ketetapan tentang hak-hak seorang Jaksa Penuntut 

Umum untuk melakukan pengajuan tuntutan, hak-hak terdakwa dan tata cara yang patut ditaati dalam 

proses peradilan. Salah satu pasal yang secara spesifik menekankan hal ini adalah pasal 139 KUHAP 

yang mengatur tentang hak Jaksa dalam mengajukan tuntutan setelah selesai persidangan.    

Keenam, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.  Dalam hal 

kewenangan Kejaksaan, aturan ini mengharuskan Jaksa sebagai penuntut umum menuntut 

pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak-hak korban perdagangan manusia yang sedang 

diproses dalam pengadilan.  

Peraturan perundang-undangan tersebut mengemukakan landasan kejaksaan dalam 
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mengintegrasikan aspek restitusi terhadap korban. Ketentuan tersebut merupakan salah satu aspek 

yang menunjukan bahwa terdapat praktek keadilan restoratif dalam lembaga kejaksaan, demi 

pemenuhan hak restitusi korban perdagangan orang. Selanjutnya dalam setiap regulasi tersebut, peran 

Jaksa harus sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Selain dari pada itu, jaksa memiliki wewenang 

sebagai aktor yang memfasilitasi pemulihan korban, termasuk dengan mengupayakan restitusi atau 

kompensasi kepada korban. Peran yang ditekankan di sini tidak hanya sekedar menghukum pelaku, 

namun juga memastikan hak-hak korban untuk diperhatikan dalam proses hukum. Hak-hak tersebut 

meliputi rehabilitasi korban melalui mekanisme reparasi.  

Perlu diingat bahwa pengajuan restitusi menjadi penting untuk diajukan karena keadilan pada 

diri korban harus terpenuhi. Ia tidak saja menerima kompensasi secara finansial tetapi juga mengenai 

pengakuan atas pengalaman dan penderitaan yang dialami. Dengan demikian diharapkan agar pelaku 

menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab atas konsekuensinya yang sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Dampak lain yang diperoleh korban dari tuntutan jaksa ialah terciptanya keadilan 

komprehensif. Namun, hasil penelusuran putusan memberi gambaran terjadinya pengabaian atas 

dampak imateriil yang dialami korban. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan Undang-Undang 

yang memadai tidak dapat memberi kepastian pemenuhan hak restitusi korban dan menjadi landasan 

tuntutan restitusi dalam pengadilan.  

Fenomena pengabaian hak restorasi korban ini selaras dengan pandangan Wemmers dan 

Brouwer dalam Victim Rights yang mengemukakan bahwa terdapat keterbatasan dalam pemenuhan 

hak korban (perlindungan, pemberdayaan dan pemulihan) yang cenderung terjadi pada sistem 

peradilan di tingkat daerah. Terdapat pula ketidakmampuan sistem hukum nasional dalam menangani 

masalah kejahatan transnasional yang kompleks, sehingga korban cenderung tidak mendapatkan 

keadilan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keterbatasa tersebut, perlu diatasi dengan 

jalinan kerja sama internasional, pendekatan secara global demi menangani kejahatan agar hak-hak 

korban terlindungi.   

2. Perwujudan Hak Restitusi Bagi Korban Setelah Putusan Pengadilan  

 Pemenuhan hak korban tidak berakhir pada tuntutan Jaksa di pengadilan. Perwujudan 

tuntutan tersebut harus menjadi perhatian bersama, karena terdapat kecenderungan terjadinya 

pengabaian atas keputusan tersebut. Seperti yang ditemukan dalam wawancara dengan nara sumber 

yang merupakan penanggungjawab lembaga penyedia jasa pelatihan korban TPPO di Kupang dan 

Maumere. Menurut kedua narasumber tersebut, korban mengalami kesulitan berlipat ganda setelah 

dieksploitasi. Korban cenderung diminta untuk tidak banyak menuntut agar proses peradilan berjalan 

lancer. Keadaan tersebut dialami pula oleh korban yang tuntutan hak restitusinya dikabulkan oleh 

hakim, karena perwujudan atas tuntutan tersebut tidak terjadi. Terdakwa lebih memilih untuk 

menggantikan hak restitusi korban dengan penjara sesuai denga waktu yang ditetapkan.  

Jika merujuk pada pandangan  Dean G. Kilpatrick, dkk, dalam konsep Victim’s Rights, yang 

menegaskan bahwa hak-hak korban yang penting diperhatikan dan diwujudkan adalah hak untuk 

menerima informasi tentang penangkapan pelaku, keterlibatan korban dalam keputusan 

pemberhentian kasusnya, memperoleh laporan tentang pembebasan terdakwa beserta jaminan, 

mendiskusikan kasus dengan jaksa penuntut umum seperti apakah permohonan terdakwa untuk 

tuduhan yang lebih ringan harus diterima, hadir dalam persidangan, membuat pernyataan dampak 

korban sebelum vonis dijatuhkan dan terlibat dalam keputusan tentang jenis serta lama hukuman 

yang akan diberikan kepada terdakwa; maka situasi yang dialami korban dalam berdasarkan empat 

putusan di atas sangat memprihatinkan. Selain itu, terjadi pula ketidak adilan bagi korban.  

Berdasarkan pemahaman teori restitusi, implementasi tuntutan bagi korban merupakan tujuan 

hukum pidana untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi korban. Restitusi diakui sebagai 

bentuk pemulihan yang konkret karena berupaya memperbaiki keadaan material dan mental korban. 

Dalam Konteks TPPO tuntutan restitusi oleh Kejaksaan mencerminkan keadilan restorative. 

Tuntutan ini melibatkan masyarakat, dalam hal ini melalui dukungan dari Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban (LPSK), yang memberikan bantuan psikologis dan hukum kepada Korban.   

Data lapangan yang diperoleh melalui wawancara menggambarkan bahwa korban yang berada 

di lembaga pembinaan setelah putusan pengadilan, mengalami kesulitan secara psikologis untuk 

kembali ke tengah keluarga. Kesehatan mental para korban terganggu dan stigmatisasi yang 

diperoleh dari masyarakat sangat berpengerahu pada kepercayaan diri mereka. Para korban 
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cenderung memilih tetap tinggal di Rumah Aman tersebut, atau pergi jauh dari kampung dan 

keluarga. Hal ini memberi peluang dan kemungkinan mereka terjerat lagi dan menjadi korban TPPO. 

Berdasarkan situasi nyata yang dialami korban tersebut, pndangan Wemmers dan Brouwer dalam 

konsep Victims Rights tentang perlindungan korban perdagangan manusia dari ancaman, intimidasi 

atau Bahasa secara fisik maupun psikologi hendaknya menjadi landasan pertimbangan dalam 

pengajuan hak restitusi korban dan perwujudannya.  

Hal tersebut selaras dengan pandangan Bales yang menonjolkan bentuk restitusi yang 

disiapkan oleh lembaga internasional maupun nasional dalam konsep Trafficking in Person. Bales 

mengemuakakn bahwa lembaga internasional maupun nasional perlu berperan dalam menyediakan 

dana kompensasi untuk korban agar dapat mengakses layanan medis, psikologi, pendidikan serta 

peningkatan kreatifitas dengan pelatihan ketrampilan dan membantu korban berintegrasi kembali ke 

lingkungan masyarakat setelah mengalami eksploitasi. Meski demikian, menurut Bales, perlu diingat 

bahwa restitusi bukan merupakan satu-satunya solusi dalam menangani persoalan perdangan manusia 

yang beragam. 

 

KESIMPULAN 
Peran Kejaksaan dalam mengintegrasikan restitusi bagi korban TPPO merupakan 

langkah penting dalam menciptakan keadilan inklusif. Dengan memasukkan restitusi dalam 
tuntutan pidana, Kejaksaan menunjukkan komitmennya tidak hanya dalam menghukum 
pelaku namun juga dalam memulihkan hak-hak korban. Kerja sama antarsektor dan 
pemantauan ketat terhadap pelaksanaan kompensasi merupakan kunci keberhasilan dalam 
memastikan rehabilitasi yang memadai bagi para korban.  

Implementasi tuntutan restitusi oleh jaksa dalam kasus TPPO merupakan langkah 
penting dalam menegakkan keadilan bagi korban. Proses ini bertujuan untuk memulihakan 
kondisi fisik dan mental korban dan keluarga pasca mengalami kekerasan. Dampak lebih 
lanjut dari tuntutan ini adalah pembaharuan dan pemulihan hubungan sosial yang rusak 
akibat kejahatan. Keberhasilan implementasi restitusi sering kali bergantung pada 
ketersediaan sumber daya pelaku, kemampuan jaksa dalam mengumpulkan bukti yang 
memadai, serta efisiensi sistem peradilan. Untuk mencapai keadilan yang lebih menyeluruh, 
kolaborasi antara kejaksaan, LPSK, dan masyarakat perlu terus ditingkatkan.  

Pelaksanaan pemberian hak restitusi korban oleh kejaksaan dalam tindak pidana 
perdagangan orang terhambat oleh dua faktor, yaitu faktor hukum dan faktor korban. Faktor 
hukumnya sendiri, berupa ketiadaan aturan pelaksanaan restitusi, sehingga sering 
menyebabkan korban gagal mendapatkan hak karena kejaksaan kesulitan dalam 
melaksanakan putusan pengadilan. Dalam konteks pengajuan restitusi seringkali terjadi 
kendala terkait tumpang tindih mengenai ketentuan pengajuan restitusi. Restitusi dapat 
diajukan oleh korban, keluarga korban, dan kuasa hukumnya dan dapat diwakili oleh LPSK. 

Implementasi tuntutan restitusi masih menghadapi beberapa tantangan antara lain; 
kemampuan finansial pelaku dan keterbatasan pengetahuan korban tentang restitusi. Hal ini 
disebabkan oleh karena banyak pelaku TPPO tidak memiliki kekayaan yang cukup untuk 
membayar restitusi, sehingga meskipun jaksa berhasil memenangkan tuntutan, korban 
mungkin tidak menerima kompensasi penuh.  Tantangan lain yang ditemukan adalah 
kesulitan dalam mengumpulkan bukti. Dalam beberapa kasus, korban tidak dapat 
menyediakan bukti yang cukup akibat trauma atau kondisi sosio-ekonomis yang sulit. 
Dalam kondisi demikian Jaksa berwenang mengumpulkan bukti yang cukup agar dapat 
mendukung tuntutan tersebut termasuk laporan medis dan bukti kerugian finansial. Proses 
Hukum yang lama dan panjang juga menjadi salah satu tantangan yang ditemukan dalam 
pemenuhan hak restitusi, karena kompensasi bagi korban tertunda sehingga penderitaan 
yang dimiliki korban semakin diperpanjang.   
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